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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas kemitraan antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 

dan PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam penerapan sistem pembayaran digital pada BRT 

Trans Jateng. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti 

efektivitas kerja sama dalam meningkatkan efisiensi transaksi, kenyamanan pengguna, dan 

transparansi pembayaran, sejalan dengan konsep smart city. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi AstraPay berdampak positif dengan mempercepat proses pembayaran, 

mengurangi penggunaan uang tunai, serta meningkatkan transparansi transaksi. Namun, 

masih terdapat kendala seperti minimnya sosialisasi, rendahnya literasi digital di kalangan 

pengguna tertentu, serta keterbatasan infrastruktur digital di daerah pinggiran. Tingkat adopsi 

AstraPay masih rendah, sehingga manfaat kerja sama ini belum maksimal. Oleh karena itu, 

keberhasilan implementasi sistem pembayaran digital ini memerlukan penguatan regulasi, 

peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi integrasi 

pembayaran non-tunai dengan berbagai platform guna mewujudkan ekosistem transportasi 

publik yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci : Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan Pembayaran Digital 

 

ABSTRACT 

This study examines the partnership between the Central Java Provincial 

Transportation Agency and PT Astra Digital Arta (AstraPay) in implementing a digital 

payment system for BRT Trans Jateng. Using a qualitative descriptive method, the research 

highlights the effectiveness of this collaboration in enhancing transaction efficiency, user 

convenience, and payment transparency, in line with the smart city concept. The findings 

indicate that AstraPay’s implementation has had a positive impact by accelerating payment 

processes, reducing cash usage, and improving transaction transparency. However, 

challenges remain, including limited socialization, low digital literacy among certain user 

groups, and inadequate digital infrastructure in suburban areas. The adoption rate of 

AstraPay remains low, preventing the partnership from achieving its full potential. Therefore, 

the success of digital payment system implementation requires strengthened regulations, 

increased public education and outreach, and optimized integration of cashless payment 

systems across various platforms to create a more inclusive, modern, and sustainable public 

transportation ecosystem. 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional bertujuan 

untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat melalui penyediaan layanan 

publik, yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat dan daerah. Dalam 

sistem desentralisasi, pemerintah daerah 

memiliki kewenangan mengatur 

pelayanan publik, termasuk transportasi 

umum. Transportasi yang efektif, 

nyaman, dan terjangkau menjadi 

kebutuhan dasar masyarakat dan harus 

dikelola secara efisien. 

Di era digital, inovasi dalam 

pelayanan publik menjadi keharusan, 

termasuk dalam sistem pembayaran 

transportasi. Kemitraan antara 

pemerintah dan swasta (Public-Private 

Partnership) menjadi strategi untuk 

meningkatkan efisiensi dan kualitas 

layanan publik. AstraPay, sebagai 

sistem pembayaran digital dari PT 

Astra Digital Arta, telah diintegrasikan 

dalam BRT Trans Jateng sejak 2021 

untuk meningkatkan efisiensi transaksi, 

transparansi, dan kenyamanan 

pengguna. 

Meskipun kerja sama ini 

membawa manfaat dalam mempercepat 

pembayaran dan mengurangi 

penggunaan uang tunai, terdapat 

tantangan seperti kurangnya sosialisasi, 

rendahnya literasi digital, serta 

keterbatasan infrastruktur di daerah 

tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pelaksanaan kerja sama 

ini, dampaknya bagi masyarakat, serta 

efektivitasnya dalam menciptakan 

ekosistem transportasi publik yang 

lebih modern dan inklusif. 

Penelitian mengenai kemitraan 

pemerintah dan swasta dalam 

pengelolaan sistem transportasi publik 

serta implementasi pembayaran digital 

telah dikaji dari berbagai perspektif. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah 

memberikan gambaran tentang 

tantangan, peluang, dan dampak dari 

skema kerja sama ini dalam 

meningkatkan layanan publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Desi Yuli Aryani dan Mardwi 

Rahdriawan (2016) membahas peluang 

penerapan skema Public-Private 

Partnership (PPP) dalam pembangunan 

infrastruktur Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa meskipun skema 

PPP belum diterapkan, terdapat 

kemungkinan untuk menggunakannya 

selama kepemilikan aset tetap berada di 

bawah pemerintah daerah. Berbeda 

dengan penelitian tersebut, penelitian 

ini lebih berfokus pada kerja sama di 

sektor transportasi publik, khususnya 

dalam implementasi sistem pembayaran 

digital pada layanan BRT Trans Jateng. 



Dalam konteks analisis pelayanan 

dan efektivitas sistem transportasi 

publik, penelitian Weldy Anugra 

Riawan (2018) mengenai kinerja BRT 

di Kota Batam menunjukkan bahwa 

fasilitas transportasi masih kurang 

memadai dalam aspek kenyamanan, 

keselamatan, dan keamanan pengguna. 

Temuan ini memperkuat urgensi 

peningkatan layanan transportasi 

melalui inovasi, salah satunya dengan 

penerapan sistem pembayaran digital. 

Penelitian ini melanjutkan kajian 

tersebut dengan menyoroti bagaimana 

sistem pembayaran digital AstraPay 

berkontribusi terhadap efisiensi dan 

transparansi layanan BRT Trans Jateng. 

Implementasi pembayaran digital 

dalam layanan publik juga telah dikaji 

oleh Rora Arina Mubasari dan Rina 

Martini (2021), yang meneliti kerja 

sama antara Pemkot Semarang dan PT 

GoJek Indonesia dalam penyediaan Go-

Pay sebagai metode pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan pendapatan daerah serta 

meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem pembayaran digital. 

Meskipun sama-sama membahas 

digitalisasi pembayaran dalam layanan 

publik, penelitian ini berbeda dalam 

objek kajian, yang berfokus pada sektor 

pajak daerah, sementara penelitian ini 

menyoroti sektor transportasi publik. 

Dari sisi integrasi sistem 

transportasi publik, penelitian Imas 

Ulin Nikmah menyoroti dampak 

persaingan antara BRT Trans Semarang 

Koridor 2 dan BRT Trans Jateng 

Koridor 1, yang menyebabkan 

penurunan pendapatan akibat rute yang 

berhimpitan. Kajian ini menegaskan 

perlunya kebijakan transportasi yang 

lebih terintegrasi, termasuk dalam 

sistem pembayaran digital, guna 

meningkatkan efisiensi dan daya saing 

layanan transportasi publik. 

Dalam aspek regulasi dan 

kelembagaan, penelitian Alfina 

Nurmayasari, Dewi Erowati, dan Nunik 

Retno Herawati menyoroti 

permasalahan hukum dan kelembagaan 

dalam kerja sama antara Pemkot 

Semarang dan PT Dompet Anak 

Bangsa dalam penerapan Go-Pay pada 

BRT Trans Semarang. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kurangnya 

pembaruan MoU serta lemahnya peran 

kelembagaan menjadi kendala utama 

dalam implementasi sistem pembayaran 

digital. Kajian ini relevan dengan 

penelitian ini, yang juga mengkaji 

tantangan dalam kerja sama Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 

dengan PT Astra Digital Arta 

(AstraPay), terutama terkait efektivitas, 



transparansi, dan penerimaan 

masyarakat terhadap sistem 

pembayaran digital. 

Sejalan dengan perkembangan 

teknologi dan urgensi inovasi pelayanan 

publik, pemerintah perlu beradaptasi 

dalam mengelola layanan transportasi 

agar lebih modern dan efisien. 

Penerapan sistem pembayaran digital, 

seperti AstraPay di BRT Trans Jateng, 

merupakan langkah strategis dalam 

mendukung konsep smartcity serta 

meningkatkan transparansi dan 

kenyamanan pengguna. Namun, 

keberhasilan kebijakan ini sangat 

bergantung pada sosialisasi yang 

menyeluruh, peningkatan literasi digital 

masyarakat, serta penguatan regulasi 

dan infrastruktur yang mendukung. 

Penelitian ini berkontribusi dalam 

mengisi celah yang belum banyak 

dikaji dalam penelitian sebelumnya, 

yakni menganalisis efektivitas kerja 

sama pemerintah dan swasta dalam 

konteks digitalisasi pembayaran 

transportasi publik, serta bagaimana 

tantangan yang ada dapat diatasi untuk 

menciptakan sistem transportasi yang 

lebih inklusif, modern, dan 

berkelanjutan. 

Berbeda dari penelitian-penelitian 

terdahulu, penelitian ini berusaha 

mengisi kesenjangan dengan 

menganalisis kemitraan antara Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan 

PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam 

sistem pembayaran digital BRT Trans 

Jateng. Fokus utama penelitian ini 

adalah mengevaluasi efektivitas kerja 

sama dalam meningkatkan efisiensi 

transaksi, kenyamanan pengguna, serta 

transparansi pembayaran. 

Penelitian ini mengkaji tantangan 

yang masih dihadapi, seperti kurangnya 

sosialisasi sistem pembayaran digital, 

rendahnya literasi digital di kalangan 

masyarakat tertentu, serta keterbatasan 

infrastruktur di daerah pinggiran. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak 

hanya memperkuat temuan dari studi-

studi sebelumnya, tetapi juga 

menawarkan wawasan baru mengenai 

bagaimana digitalisasi pembayaran 

dapat dioptimalkan dalam sistem 

transportasi publik yang lebih modern 

dan inklusif. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan, dan 

menganalisis proses kerja sama antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 

PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam 

implementasi sistem pembayaran 

digital pada layanan BRT Trans Jateng. 

Fokus utama penelitian ini adalah untuk 

memahami mekanisme kemitraan yang 

diterapkan, mengevaluasi efektivitas 

kerja sama dalam meningkatkan 

efisiensi transaksi dan transparansi 



pembayaran, serta mengidentifikasi 

tantangan dan peluang dalam penerapan 

sistem pembayaran digital di 

transportasi publik. 

Penelitian ini didasarkan pada 

beberapa konsep utama yang relevan 

dengan analisis kerja sama antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 

PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam 

penerapan sistem pembayaran digital 

pada layanan BRT Trans Jateng. 

Konsep-konsep tersebut meliputi 

Public-Private Partnership (PPP), 

Good Governance, dan Sistem 

Pelayanan Publik. Ketiga kerangka 

teori ini digunakan untuk memahami 

bagaimana kerja sama antara 

pemerintah dan swasta dalam 

digitalisasi pembayaran dapat 

meningkatkan efisiensi transaksi, 

transparansi keuangan, serta kualitas 

layanan transportasi publik. 

Salah satu teori utama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Public-Private Partnership (PPP) atau 

Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS). 

Model ini menjelaskan bagaimana 

sektor publik dan swasta dapat bekerja 

sama untuk menyediakan layanan atau 

infrastruktur dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik. Menurut William J. 

(2009), PPP merupakan bentuk 

perjanjian di mana sektor privat 

diberikan tanggung jawab dalam 

menjalankan fungsi pemerintah dalam 

waktu tertentu, menerima kompensasi 

atas penyelenggaraan layanan, serta 

menanggung risiko yang muncul 

selama pelaksanaan kerja sama. Dalam 

konteks penelitian ini, PPP digunakan 

untuk memahami bagaimana kerja sama 

antara Dinas Perhubungan Provinsi 

Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta 

dalam implementasi AstraPay disusun, 

termasuk mekanisme bisnis yang 

diterapkan, pembagian tanggung jawab, 

serta manfaat yang diperoleh kedua 

belah pihak. 

Selain konsep PPP, penelitian ini 

juga berlandaskan pada prinsip Good 

Governance, yang menekankan 

pentingnya tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam penyelenggaraan 

layanan publik. Menurut United 

Nations Development Programme 

(UNDP), Good Governance mencakup 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, 

serta partisipasi publik dalam 

penyelenggaraan kebijakan. Dalam 

penerapan sistem pembayaran digital 

AstraPay di BRT Trans Jateng, prinsip 

Good Governance menjadi penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan ini 

tidak hanya mempermudah transaksi, 

tetapi juga meningkatkan transparansi 

keuangan, meminimalkan potensi 

penyalahgunaan dana, serta 



memperkuat akuntabilitas pengelolaan 

sistem transportasi publik. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan mengevaluasi 

sejauh mana kerja sama ini telah 

memenuhi prinsip Good Governance, 

terutama dalam aspek transparansi 

sistem pembayaran, kemudahan akses 

bagi masyarakat, serta efektivitas dalam 

meningkatkan efisiensi transportasi 

publik. 

Dalam analisis sistem 

pembayaran digital pada transportasi 

publik, penelitian ini juga 

menggunakan konsep Sistem Pelayanan 

Publik untuk memahami bagaimana 

digitalisasi pembayaran dapat 

meningkatkan kualitas layanan 

transportasi bagi masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, penyelenggara layanan publik 

harus memenuhi standar tertentu, 

termasuk keterjangkauan, inovasi 

layanan, serta efektivitas dalam 

pelaksanaannya. Penerapan AstraPay 

dalam sistem pembayaran BRT Trans 

Jateng bertujuan untuk meningkatkan 

aksesibilitas pengguna terhadap layanan 

transportasi, mengurangi 

ketergantungan pada pembayaran tunai, 

serta mempercepat proses transaksi. 

Namun, keberhasilan kebijakan ini 

tidak hanya bergantung pada 

ketersediaan teknologi, tetapi juga pada 

kesiapan infrastruktur, tingkat literasi 

digital masyarakat, serta strategi 

sosialisasi yang dilakukan pemerintah 

dan pihak swasta. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji bagaimana 

digitalisasi pembayaran dapat 

diintegrasikan dengan sistem pelayanan 

publik yang lebih luas, serta tantangan 

yang masih dihadapi dalam 

implementasi kebijakan ini. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

memahami secara mendalam proses 

kerja sama antara Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta 

dalam penerapan sistem pembayaran 

digital AstraPay pada layanan BRT 

Trans Jateng. Pendekatan ini dipilih 

karena memungkinkan peneliti untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi 

secara komprehensif berdasarkan data 

yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan analisis 

dokumen. Data primer dikumpulkan 

melalui wawancara dengan pihak-pihak 

terkait, termasuk perwakilan Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 

manajemen PT Astra Digital Arta, serta 

pengguna layanan BRT Trans Jateng. 

Sementara itu, data sekunder diperoleh 

dari berbagai sumber seperti dokumen 

kebijakan, laporan transaksi, serta 



kajian akademik mengenai digitalisasi 

sistem pembayaran transportasi. 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan sebagaimana dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman. Reduksi data 

dilakukan dengan menyaring informasi 

yang relevan dari wawancara dan 

dokumen yang dikumpulkan. 

Selanjutnya, data yang telah direduksi 

disajikan dalam bentuk narasi untuk 

memahami pola kerja sama, efektivitas 

implementasi sistem pembayaran 

digital, serta tantangan yang dihadapi 

dalam penerapannya. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan 

menghubungkan temuan penelitian 

dengan teori Public-Private 

Partnership (PPP), Good Governance, 

dan Sistem Pelayanan Publik, guna 

mengevaluasi sejauh mana kerja sama 

ini mendukung peningkatan layanan 

transportasi publik yang lebih efisien, 

transparan, dan inklusif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Kemitraan Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa 

Tengah dengan PT Astra Digital 

Arta 

BRT Trans Jateng dikembangkan 

sebagai solusi atas permasalahan 

transportasi di Jawa Tengah, seperti 

kemacetan, tingginya emisi kendaraan 

bermotor, serta rendahnya minat 

masyarakat terhadap angkutan umum. 

Sejak dirancang pada 2014 dan resmi 

beroperasi pada 2017 dengan sistem 

Buy The Service (BTS), program ini 

bertujuan menyediakan transportasi 

publik yang lebih efisien, terjangkau, 

dan ramah lingkungan. Pemerintah 

menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang mencakup aspek 

keterjangkauan tarif, keselamatan, 

kenyamanan, serta kepastian jadwal 

keberangkatan dan kedatangan. Hingga 

2023, BRT Trans Jateng telah memiliki 

tujuh koridor layanan di berbagai 

wilayah, dengan tarif subsidi yang 

mendukung aksesibilitas bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, 

pelajar, dan pekerja sektor informal. Ke 

depan, pemerintah berupaya 

memperluas jaringan layanan, 

meningkatkan kualitas armada, serta 

mengintegrasikan transportasi publik 

dengan moda lain seperti kereta api dan 

angkutan pengumpan guna 

menciptakan sistem transportasi yang 

lebih efisien dan berkelanjutan. 

PT Astra Digital Arta, anak 

perusahaan PT Astra International Tbk, 

berfokus pada layanan keuangan digital 

melalui AstraPay, dompet digital yang 

diluncurkan pada Juni 2020 dan telah 

mendapat izin dari Bank Indonesia. 

AstraPay menawarkan berbagai layanan 



pembayaran, termasuk tagihan listrik, 

pajak kendaraan, BPJS, serta pembelian 

pulsa dan paket data. Dengan integrasi 

ke FIFGROUP, ACC, dan TAF, 

AstraPay juga memfasilitasi 

pembayaran angsuran kendaraan serta 

layanan paylater melalui Maucash. 

AstraPay mendukung transaksi QRIS di 

lebih dari 14 juta merchant di 

Indonesia, termasuk sektor transportasi, 

ritel, serta makanan dan minuman. 

Keunggulannya terletak pada sinergi 

dengan ekosistem Astra yang luas, 

termasuk kerja sama dengan Jaklingko 

Jakarta untuk mendukung sistem 

pembayaran transportasi terintegrasi. 

AstraPay terus berkembang dengan 

strategi kemitraan internal dan 

eksternal, serta berkomitmen pada 

inklusi keuangan dengan mengadopsi 

teknologi terkini guna meningkatkan 

kenyamanan dan keamanan pengguna 

dalam ekosistem digital di Indonesia. 

Kerja sama antara Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan 

PT Astra Digital Arta (AstraPay) 

bertujuan untuk mengimplementasikan 

sistem pembayaran non-tunai pada 

layanan Trans Jateng. Integrasi 

AstraPay dengan aplikasi SI ANTENG 

dan mesin e-ticketing memungkinkan 

pengguna melakukan pembayaran tiket 

secara cepat dan praktis menggunakan 

teknologi QR Code. Langkah ini 

diharapkan meningkatkan efisiensi 

layanan transportasi, mengurangi 

ketergantungan pada uang tunai, serta 

menciptakan sistem pembayaran yang 

lebih transparan dan akuntabel. 

Perjanjian ini berlandaskan 

beberapa regulasi utama, termasuk UU 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, yang mengatur tata 

kelola transportasi umum, serta UU No. 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, yang menekankan transparansi 

dan kemudahan akses layanan 

masyarakat. Selain itu, peraturan Bank 

Indonesia terkait sistem pembayaran 

elektronik menjadi landasan hukum 

dalam penggunaan uang elektronik 

sebagai metode transaksi utama. 

Dinas Perhubungan bertanggung 

jawab menyediakan infrastruktur dan 

fasilitas e-ticketing yang mendukung 

implementasi sistem pembayaran 

digital. Mereka juga memiliki hak 

untuk mengakses laporan transaksi 

guna memantau dan mengelola 

pendapatan dari layanan Trans Jateng. 

Sementara itu, AstraPay bertanggung 

jawab atas penyediaan sistem 

pembayaran yang aman, pemeliharaan 

berkala, serta transparansi dalam 

pengelolaan transaksi, dengan 

dukungan infrastruktur dari Dinas 

Perhubungan. 



Secara teknis, pengguna dapat 

membayar tiket melalui aplikasi mobile 

atau dengan memindai QR Code pada 

mesin tiket di halte dan armada Trans 

Jateng. Semua transaksi diproses oleh 

AstraPay dan dana disalurkan ke 

rekening Dinas Perhubungan sesuai 

prosedur yang telah disepakati. Untuk 

menjaga akurasi pencatatan, dilakukan 

mekanisme rekonsiliasi berkala dan 

sistem monitoring guna mencegah 

kesalahan transaksi. 

Perjanjian ini berlaku selama tiga 

tahun sejak 15 November 2022 dan 

dapat diperpanjang berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. Jika 

terjadi sengketa, penyelesaiannya 

dilakukan melalui musyawarah, atau 

jika tidak mencapai mufakat, dapat 

dibawa ke Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI). Selain itu, perjanjian 

ini mencakup ketentuan perlindungan 

data pengguna dan kerahasiaan 

informasi yang hanya boleh digunakan 

untuk kepentingan operasional sesuai 

regulasi perlindungan data pribadi di 

Indonesia. 

Dalam situasi force majeure 

seperti bencana alam atau kebijakan 

pemerintah yang berdampak pada 

layanan, kedua pihak wajib 

berkoordinasi untuk mengurangi 

dampaknya. Jika terjadi pelanggaran 

serius terhadap ketentuan perjanjian, 

kerja sama dapat diakhiri lebih awal 

dengan pemberitahuan tertulis dan 

penyelesaian kewajiban yang masih 

tertunda sebelum penghentian resmi. 

 

 

2. Perbandingan Metode 

Pembayaran 

Kerja sama antara pemerintah dan 

sektor swasta dalam layanan 

transportasi publik, seperti BRT Trans 

Jateng, mencerminkan implementasi 

public-private partnership (PPP). 

Pemerintah, dalam hal ini Dinas 

Perhubungan Jawa Tengah, bertindak 

sebagai regulator dan penyedia layanan 

utama, sementara PT Astra Digital Arta 

menghadirkan inovasi teknologi 

melalui sistem pembayaran digital 

AstraPay. Kolaborasi ini bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi 

operasional, mempercepat transaksi, 

serta mengurangi antrean di halte, 

sehingga meningkatkan kenyamanan 

dan aksesibilitas bagi pengguna 

transportasi umum. Selain itu, kerja 

sama ini juga mendukung upaya 

modernisasi sistem transportasi publik 

melalui digitalisasi. 

Perbandingan antara metode 

pembayaran tunai dan cashless 

menunjukkan bahwa cashless lebih 

cepat, aman, dan praktis, tetapi masih 

menghadapi tantangan dalam 



aksesibilitas dan biaya transaksi. 

Pembayaran tunai memiliki risiko 

kehilangan atau pemalsuan uang, 

sementara metode cashless lebih aman 

karena menggunakan sistem enkripsi 

dan autentikasi. Namun, transaksi tunai 

masih mendominasi di tahun 2024 

dengan 93,6% dari total transaksi, atau 

sekitar 6.481.660 transaksi, 

dibandingkan transaksi cashless yang 

hanya mencapai 406.887 transaksi. 

Meski demikian, ada peningkatan 

signifikan dalam penggunaan metode 

cashless pada bulan-bulan tertentu, 

seperti Mei (+36,95%) dan Juli 

(+34,30%), yang kemungkinan 

dipengaruhi oleh momen khusus seperti 

liburan atau perayaan. Sebaliknya, 

terjadi penurunan pada bulan April (-

22,45%) dan Juni (-14,58%), 

menunjukkan bahwa adopsi 

pembayaran digital belum sepenuhnya 

stabil dan masih bergantung pada 

kebijakan promosi, infrastruktur, serta 

preferensi pengguna. 

QRIS menjadi metode cashless 

paling banyak digunakan dengan 

233.131 transaksi (3,4%), diikuti oleh 

tapping dengan 145.680 transaksi 

(2,1%), sementara Si Anteng hanya 

menyumbang 28.076 transaksi (0,4%). 

Data ini menunjukkan bahwa QRIS dan 

tapping lebih diminati karena 

kemudahan penggunaannya dan 

aksesibilitasnya yang lebih luas. 

Namun, penggunaan AstraPay dalam 

layanan Si Anteng masih terbatas, 

karena hanya berlaku untuk tarif umum, 

sehingga tidak menarik bagi pengguna 

yang mendapat tarif khusus seperti 

pelajar dan buruh. Selain itu, 

peningkatan penggunaan AstraPay 

lebih banyak terjadi saat ada promo 

khusus, sebagaimana terlihat dalam 

lonjakan jumlah transaksi pada bulan-

bulan tertentu. Hal ini menunjukkan 

bahwa insentif promosi lebih berperan 

dalam peningkatan penggunaan 

AstraPay dibandingkan dengan adopsi 

yang stabil dan berkelanjutan. 

3. Analisis Kerja Sama Antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Dan PT. Astra Digital Arta 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

terus berupaya meningkatkan kualitas 

layanan transportasi publik dengan 

mendigitalisasi sistem pembayaran 

pada BRT Trans Jateng. Salah satu 

langkah strategisnya adalah bekerja 

sama dengan PT Astra Digital Arta 

untuk mengadopsi AstraPay sebagai 

metode pembayaran non-tunai. Kerja 

sama ini diwujudkan melalui Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) tanpa skema bagi 

hasil bagi pemerintah, bertujuan 

meningkatkan efisiensi dan transparansi 

keuangan dalam transportasi publik. 



Saat ini, BRT Trans Jateng 

menyediakan metode pembayaran tunai 

dan non-tunai, termasuk AstraPay, 

QRIS, kartu multitrip PT KCI, serta e-

money dari berbagai bank. Namun, 

adopsi pembayaran non-tunai masih 

rendah, hanya 5,92% dari total 

transaksi, karena kebiasaan masyarakat 

yang masih bergantung pada uang 

tunai. Untuk mendorong penggunaan 

AstraPay, pemerintah dan Astra Digital 

Arta memberikan promo cashback 70% 

melalui aplikasi SiAnteng selama empat 

bulan. 

Implementasi sistem ini 

memberikan manfaat dalam 

meningkatkan efisiensi transaksi dan 

akuntabilitas keuangan, serta 

mempermudah pengguna dalam 

bertransaksi. Selain itu, petugas di 

dalam bus kini diwajibkan menawarkan 

metode pembayaran digital terlebih 

dahulu sebelum menerima uang tunai. 

Respons masyarakat terhadap kebijakan 

ini beragam; sebagian menyambut baik 

karena lebih praktis dan aman, tetapi 

sebagian lainnya masih lebih nyaman 

dengan pembayaran tunai, terutama 

mereka yang kurang familiar dengan 

transaksi digital. 

Dari perspektif Good 

Governance, digitalisasi ini 

mencerminkan prinsip transparansi, 

efektivitas, dan efisiensi dalam layanan 

publik. Meskipun demikian, tantangan 

utama tetap ada, seperti literasi digital 

yang belum merata dan keterbatasan 

infrastruktur internet di beberapa 

wilayah. Untuk mengatasinya, 

diperlukan sosialisasi, edukasi, dan 

peningkatan infrastruktur digital. 

Secara ekonomi, kerja sama ini 

tidak memberikan keuntungan finansial 

langsung bagi pemerintah, karena 

pendapatan tarif tetap masuk 

sepenuhnya ke pemerintah tanpa 

potongan. PT Astra Digital Arta 

memperoleh manfaat dari peningkatan 

jumlah pengguna AstraPay, sementara 

pemerintah mendapatkan transparansi 

dan efisiensi pengelolaan layanan 

transportasi. Ke depan, pemerintah 

diharapkan terus mengembangkan 

strategi promosi, edukasi, dan 

infrastruktur agar sistem pembayaran 

digital lebih inklusif dan bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Kerja sama antara Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra 

Digital Arta dalam penyediaan 

AstraPay sebagai metode pembayaran 

BRT Trans Jateng mencerminkan 

konsep Public Private Partnership 

(PPP) yang bertujuan meningkatkan 

efisiensi transaksi, kenyamanan 

pengguna, dan transparansi 



pembayaran. Implementasi sistem ini 

membawa manfaat seperti percepatan 

pembayaran, pengurangan penggunaan 

uang tunai, dan peningkatan transaksi 

digital, sesuai dengan teori PPP yang 

menekankan peran swasta dalam 

meningkatkan layanan publik. Namun, 

tantangan seperti kurangnya sosialisasi, 

rendahnya literasi digital, dan 

keterbatasan infrastruktur masih perlu 

diatasi. Dalam teori Good Governance, 

transparansi, efektivitas, dan partisipasi 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan 

kebijakan ini, sehingga diperlukan 

strategi sosialisasi, penguatan regulasi, 

dan pengembangan infrastruktur digital. 

Ke depan, kolaborasi ini dapat 

dioptimalkan dengan memastikan 

keberlanjutan, inklusivitas, dan 

kesiapan masyarakat dalam mengadopsi 

sistem pembayaran digital. 

2. Saran 

Pemerintah dan PT Astra perlu 

mengevaluasi efektivitas kemitraan ini 

dalam implementasi AstraPay. Jika 

sistem ini belum optimal, alternatif 

seperti integrasi dengan QRIS harus 

dipertimbangkan. Pemerintah juga 

harus memastikan mekanisme evaluasi 

yang jelas dan tidak hanya 

menyerahkan tanggung jawab kepada 

PT Astra Digital Arta. Jika AstraPay 

terbukti tidak efektif, langkah konkret 

seperti perbaikan sistem atau 

penghentian kerja sama harus 

dilakukan. Peningkatan sosialisasi dan 

pemberian insentif seperti diskon atau 

cashback dapat mendorong lebih 

banyak pengguna beralih ke sistem ini. 

Selain itu, monitoring berkala 

diperlukan untuk menilai keberhasilan 

kemitraan dan memastikan bahwa 

sistem pembayaran di BRT lebih 

efisien, mudah digunakan, serta 

memberikan manfaat nyata bagi semua 

pihak. 
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